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Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 belum secara
terperinci terkait jarak seorang wali nasab untuk bisa Bertaukil Wali Bil Kitabah
karena dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan jika wali tidak bisa berhadir
maka bisa digantikan dengan surat Taukil Wali Bil Kitabah maka perlu adanya
penelitian lagi untuk melihat keseragaman kebijakan setiap KUA terkait jarak wali
nasab untuk pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah tersebut dengan kesesuaian
pandangan dari segi hukum islam. Serta agar memudahkan pegawai KUA dalam
menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan jika ada calon pengantin yang
mengajukan untuk surat Taukil wali bilkitabah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan kepala KUA terkait batas
jarak pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah (penyerahan kuasa wali nikah melalui surat) di
7 Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Tapin, yang dipilih sebagai sampel
dari 12 KUA kecamatan yang ada.

Penelitian in1 menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang secara
umum merupakan penelitian studi lapangan yang menganalisis dan mengkaji
praktek yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah studi
kasus. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data
primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini Proses Taukil Wali Bil
Kitabah dalam pelaksanaan pernikahan terkait batas jarak seorang wali berdasarkan
adanya PMA No. 20 Tahun 2019 yang masih belum secara jelas mengatur maka
dilakukan analisis mendalam dengan menggunakan metode penemuan hukum teori
Interpretasi Teleologis/Sosiologis terhadap peraturan yang sudah ada dan dari
pendapat ulama, ditemukan bahwa jarak yang relevan untuk dijadikan acuan adalah
jarak Masafatul Qasri, yang secara umum dipahami sebagai jarak maksimal yang
diperbolehkan untuk ketidak hadiran wali dalam pernikahan menggunakan wali
hakim. Dalam konteks ini, jarak Masafatul Qasri yang direkomendasikan biasanya
berkisar sekitar 80 km—90 km. meskipun terdapat perbedaan pendapat dan
ketidakjelasan hukum, penerapan jarak Masafatul Qasri memberikan landasan
yang lebih kuat dan dapat diterima secara syariah.
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